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ABSTRAK 

 

Poligami merupakan laki-laki yang memiliki empat orang istri dalam 

waktu yang bersamaan. Dalam pandangan Islam, persoalan poligami 

sudah memiliki porsinya tersendiri. Poligami sendiri sebenarnya bukan 

masalah baru, sistem poligami sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah 

dikenal bahkan jauh sabelum Islam datang. Adapun dasar hukum dari 

poligami itu sendiri salah satunya adalah surat An-Nisa:3. Ayat ini 

menjelaskan bahwa tidak mewajibkan atau menganjurkannya untuk 

berpoligami. Surat ini hanya menjelaskan tentang diperbolehkannya 

berpoligami, dan itupun hanya untuk orang-orang sangat amat 

membutuhkan, atau dalam keadaan terpaksa serta dengan syarat-syarat 

yang tidak ringan pula. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan 

datangnya Islam, poligami yang semula tanpa batas, kini dibatasi menjadi 

empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap anggapan 

masyarakat terhadap poligami. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini 

adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kaum muslimin yang 

berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap poligami. Penelitian 

ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, sifat penelitiannya adalah 

deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer 

yaitu data dari lapangan dan sekunder adalah yang berasal dari buku 

tentang poligami. Metode yang digunakan adalah metode wawancara 

langsung kepada narasumber yaitu masyarakat yang ada di Desa Bandar 

Jaya Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pada tafsiran surat 

An-Nisa ayat 3, yang apabila dikhawatirkan tidak akan berlaku adil 

dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan 

saja. Dan apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan 

menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Jika masih 

dikhawatirkan dengan menikah dua orang perempuan maka nikahilah 

satu orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan 

berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan (merdeka), maka 

cukuplah bagimu budak perempuan yang kamu miliki. Sedangkan dalam 

pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang 

sudah jelas dalam Al-Quran yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang 

dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu : adil dalam pembagian 

waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, dan adil dalam 

biaya anak. 
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MOTTO 

 

                        

                     

         (سورة النّساء) 

 

Artinya : “dan jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamumenikahinya), 

Maka nikahilahlah perempuan (lain) yang kamusenangi : dua, tiga 

atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidakakan dapat Berlaku adil, 

Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat 

zalim”
1
 (Q.S. An-Nisa Ayat 3) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Quran Terjemahan 2015 . Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul 

         Agar mempermudah pemahaman tentang judul skripsi dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan 

secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini 

berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat 

Tentang Poligami  (Studi Kasus di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-

kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan 

pengertian bagi para pembaca sebagai berikut : 

1. Pandangan 

       Pandangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan 

dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.
1
 

2. Hukum Islam 

       Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan 

berdasarkan Al-Quran dan Hadist.
2
 Hukum Islam juga berarti seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk 

semua umat yang beragama Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1343. 
2
Dzulkifli Umar, Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Gramedia Press, 2012), h. 203. 
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Islam mencakup hukum syari’ah dan hukum fiqh, karena arti syara’ dan arti 

fiqh terkandung di dalamnya.
3
 

3. Anggapan 

       Anggapan adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya 

diterima oleh penyelidik. 

4. Masyarakat 

       Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan 

kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam 

lingkungannya.
4
 

5. Poligami 

       Poligami dalam istilah fiqih disebut dengan ta'-addud al-zawaj (seorang 

suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).  Secara etimologis, istilah 

poligami berasal dari bahasa yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu 

dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti 

perkawinan yang banyak.Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan 

dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak 

(suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

       Bahwa dari permasalahan ini adanya pertanyaan yang ditimbulkan oleh 

masyarakat sekitar, tentang pandangan masyarakat mengenai poligami. 

                                                             
3
Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia) Edisi, 

Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 9. 
4
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1991), h. 95. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Judul tersebut sesuai dengan  ilmu yang penulis tempuh sebagai 

mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum 

keluarga di mana poligami adalah bagian dari kajian perkuliahan salah 

satunya dalam mata kuliah Fiqh Munakahat. 

b. Permasalahan poligami  yang selalu saja terjadi dalam rumah tangga. 

c. Kemudahan dalam mencari data terkait dengan permasalahan di 

masyarakat. 

C. Latar Belakang Masalah 

       Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
6
 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan 

perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.  

                                                             
5
 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 h. 1-2. 

6
 Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 h. 14. 
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       Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 

1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, 

sebagaimana firman Allah s.w.t. yang terdapat pada Q.S Ar-Rum ayat 21 yang 

berbunyi: 

                         

                   ﴿ ١٢ :الروم سورة ﴾ 

 

Artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-mu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”.7 (Q.S Ar-Rum (30): 21)  

 

       Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam 

pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. Perkawinan 

diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah 

menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih 

dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah 

banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 32 yaitu yang 

berbunyi:  

                                                             
7
Al-Quran Terjemahan 2015. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah) 
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                  ﴿ ٢١ :النور سورة ﴾ 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian dian ltara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui”.8 (Q.S. An-Nur (24): 32) 

  

       Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim 

yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil 

terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka 

diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan 

poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak.
9
 Dengan demikian 

sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-

janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap 

diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat. 

       Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri 

ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat 

berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak 

tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh/soleha yang selalu berdoa 

untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil 

laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu 

berlaku adil. 

                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 

9
Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 234. 
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       Sedangkan pengertian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) itu 

adalah ikatan perkawinan yang salah satu dari pihaknya mengawini/menikahi 

beberapa lawan jenisnya di dalam  waktu yang bersamaan. Dan dalam pengertian 

yang umum poligami ialah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang 

istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang 

wanita, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin 

lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun 

demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan 

untuk kawin lagi. Karena peristiwa seperti tersebut diatas banyak terjadi di 

masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap 

perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun 

dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang 

menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa 

manusiawi.
10

 

       Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam Islam.
11

 Poligami 

bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga 

empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita 

berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan 

persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria 

tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai 

                                                             
10

Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. (Jakarta: Gramedia Group 

1998), h. 54. 
11

Musdah, Mulia. Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: the Asia Foundation, 1999), 

h. 78. 
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wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya. Prosedur poligami 

menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa 

apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih 

lanjut dalam Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, Status hukum poligami 

adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya 4 

(empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55-59 KHI sebagai berikut: 

Pasal 55 KHI 

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat orang istri. 

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
12

 

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 

suami dilarang beristri lebih dari seorang. 

Pasal 56 KHI  

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama 

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud  pada ayat (1) dilakukan menurut tata 

cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintahan No. 9 

Tahun 1975. 

                                                             
12

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, 

dan lain-lain yang bersifat lahiriah. 
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3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa 

izin dari Pengadilan Agama, tidak  mempunyai kekuatan  hukum. 

Pasal 57 KHI  

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih 

dari seorang apabila: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 58 ayat (2) KHI  

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 

9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau 

dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 

dipertegas dengan persetujuan ;lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang 

suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam 

pasal 59: 

1. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama. 

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 

cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 
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3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa 

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

       Meskipun Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatur poligami demikian ketat. Namun dalam praktiknya masih banyak 

poligami yang dilakukan di bawah tangan melalui mekanisme resmi yang telah 

ditentukan. Meskipun poligami telah dilegalkan oleh Islam, akan tetapi bukan 

berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang 

berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang 

diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut 

secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya 

tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia 

telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.  

       Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan 

benar dan mulia. Bukan karena syahwat. Seorang suami dapat melakukan 

poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin 

pengadilan.
13

 Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada, 

yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena ada agama yang melarang untuk 

berpoligami dan ada agama yang membolehkan poligami. Mengenai persyaratan 

persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara 

tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari 

                                                             
13

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, h. 66. 
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istri pertama namun persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan 

dari istri pertama pada sidang pengadilan agama. 

       Janganlah berpoligami dengan mengajukan alasan, bahwa kita sudah tidak 

mampu menahan dorongan seksual kita. Jangan pula berpoligami dengan alasan 

agar tidak terjadi perselingkuhan. Bahwasanya Islam telah memerintahkan 

umatnya untuk menikah, salah satu maksudnya untuk menyalurkan hasrat seks. 

Dalam Islam poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam 

lahir, Islam datang untuk mengatur poligami.  

       Salah satu permasalahan yang masih ramai dibicarakan di masyarakat 

tentang poligami, berbagai golongan fuqaha memahami tentang poligami, 

berbeda dengan pemahaman masyarakat serta pemahamannya terhadap norma-

norma yang terkandung dalam perkawinan poligami. Dalam Islam, masalah 

poligami juga tidak serta merta diperbolehkan dan masih juga berupa 

pertimbangan, hal ini terbukti dalam ayat-ayat ataupun suatu riwayat yang 

dijadikan dasar sumber hukum dalam perkara poligami sendiri juga terikat 

aturan- aturan, syarat-syarat serta ketentuan lain berupa yang kesanggupan, 

keadilan dan faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Di 

Indonesia sendiri juga terdapat kebijakan hukum yang mengatur masalah 

poligami diantaranya terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan 

Kompilasi Hukum Islam.  

       Diantara ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3 yang paling popular 

membicarakan kasus poligami ialah yang berbunyi:  
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     ﴿ ٢ :سورة النساء ﴾ 

 

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka 

nikahilahlah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Tetapi jika kamu khawatir tidakakan dapat Berlaku adil, Maka (nikahilah) 

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian 

itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa (4): 3) 

 

       Surah An-Nisa ayat 3 turun setelah perang Uhud, dimana banyak sekali 

pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan 

anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-

satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.
14

 Sebagai akibatnya banyak 

perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang 

terlantar. Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzul-nya ayat tersebut sudah 

cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara 

yang mendukung dan yang menentang dari zaman dahulu sampai sekarang. 

       Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) 

kelompok, yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak 

(didukung mayoritas ulama klasik). Kedua, mereka yang melarang poligami 

secara mutlak. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat 

dan dalam kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa 

poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur’an Surah 

                                                             
14

Labib MZ, Rahasia Poligami Rasulullah SAW, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986) h. 51. 
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An-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah 

SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami 

diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. 

       Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang penuh dengan 

kontroversial dalam masyarakat, Pandangan masyarakat sendiri terhadap 

poligami salah satunya ialah adanya pro dan kontra, poligami selalu dikaitkan 

dengan agama Islam, padahal kebolehan poligami dalam Islam adalah sebagai 

bentuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah 

masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat itu 

sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat dari 

berbagai golongan terhadap poligami, yakni golongan masyarakat awam, priyai 

dan ulama. Pandangan masyarakat terhadap poligami berbeda-beda, ada yang pro 

dan ada pula yang kontra, ada yang pro tetapi tidak mau melaksanakan atau tidak 

berani melaksanakan karena pertimbangan tertentu, ada pula yang kontra 

memang benar-benar tidak setuju dan ada pula yang tidak setuju tetapi bersikap 

toleran kepada yang melaksanakannya. Dari berbagai pandangan masyarakat 

tersebut juga diketahui bahwa terdapat dualisme hukum poligami yang dianut 

oleh masyarakat yaitu poligami menurut hukum positif Indonesia dan dan hukum 

Islam.  

       Pelaksanaan poligami dalam hukum positif Indonesia harus memenuhi 

berbagai syarat-syarat tertentu yaitu diantaranya adalah harus mendapatkan izin 

dari istri dan Pengadilan Agama setempat yang berarti bahwa perkawinan 

poligami tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), berbeda 
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halnya poligami dalam hukum Islam yang hanya mensyaratkan adanya rukun dan 

syarat perkawinan. Walaupun demikian, untuk mencapai tujuan “maqashid asy-

syar’iyah” dalam perkawinan maka perkawinan poligami harus tetap dicatatkan 

di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini sangat penting guna memberikan 

perlindungan hak terhadap para pihak yang berpoligami, baik hak para istri, 

anak-anak ataupun hak suami istri, dengan demikian maka akan tercapai 

kemaslahatan sebagaimana tujuan poligami dalam syariat Islam. 

       Dari latar belakang masalah tersebut menurut penyusun sangat menarik 

apabila di analisis lebih lanjut. Pengkajian bisa di laksanakan melalui fakta-fakta 

atau fenomena yang terkait di dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya penyusun memberikan judul “Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami (Studi Kasus di Desa 

Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. 

Dimana penyusun mencoba mencari jawaban untuk dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

D. Fokus Penelitian 

       Fokus Penelitian pada karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui Pandangan 

Hukum Islam Terhadap Anggapan Masyarakat Tentang Poligami (Studi Kasus 

Di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). 

Sehingga dapat mempelajari Pandangan Hukum Islam tentang Poligami itu 

sendiri dan mengetahui Anggapan Masyarakat  di Desa Bandar Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tentang Poligami tersebut. 
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E. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dari keterangan yang diuraikan diatas maka 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang poligami di Desa Bandar Jaya 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anggapan masyarakat tentang 

poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

       Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap anggapan masyarakat tentang 

poligami. 

b. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan hukum Islam 

mengenai anggapan masyarakat tentang poligami.  

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan kaum muslimin yang 

berkaitan dengan poligami. 

b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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G. Metode Penelitian 

       Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya. Metode yang dapat digunakan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

       Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yaitu  pengumpulan data yang dilakukan dilapangan secara 

sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah 

yang ada di lapangan, dan dalam hal ini, data yang bersumber dari 

Masyarakat yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah. 

b. Sifat Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.
15

 yang berkaitan dengan 

Poligami di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

 

 

                                                             
15

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54. 
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2. Sumber Data 

       Sumber data adalah semua informasi, baik merupakan benda nyata, 

abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa atau gejala.
16

 Jenis data pada 

penelitian ini ada dua, yaitu yang bersumber dari: 

 

a. Sumber Data Primer 

       Sumber data primer adalah yang memberikan data langsung dari 

tangan pertama.
17

 Artinya sumber data tersebut dijadikan acuan utama 

karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan utama dalam 

penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ialah data utama yang 

langsung diperoleh dari sumber utama yaitu mereka yang menjadi objek 

penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder  

       Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan 

menunjang penulisan skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: Fikih Munakahat, 

peraturan perundang-undangan berupa undang-undang No. 1 tahun 1974 

                                                             
16

Sukandarrumidi Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2008) h. 20. 
17

Sumardi Suryabrata, Op. Cit. h. 80 
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tentang perkawinan, Hukum perdata Islam di Indonesia, Perkawinan dalam 

Islam dan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.
18

 Adapun populasi 

yang dijadikan dalam penelitian adalah masyarakat yang terlibat langsung 

dalam praktek poligami di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 13 orang.  

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
19

 Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang benar-benar 

representatif untuk dapat mewakili populasi.
20

 Di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan perspektif sampling. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya 

yaitu  

a. Metode Interview 

       Interview adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh  informasi dari terwawancara.
21

 Alat  

                                                             
18

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 70. 
19

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta, 2016), h 

80. 
20

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Dan Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

h. 148. 
21

Ibid, h.118. 
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pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Interview digunakan penulis 

sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai 

konteks dari pembahasan yang diteliti.
22

 

 

b. Metode Dokumentasi 

       Dokumentasi berupa catatan-catatan yang berasal dari kelurahan. 

Kondisi geografis penduduk. Dokumen digunakan penulis dalam upaya 

pemenuhan kelengkapan data yang dapat berupa catatan, transkip, buku, 

Surah, majalah dan sebagainya.  

5. Pengolahan data 

       Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Penulis dalam mengolah 

data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pemeriksaan ulang semua data yang 

diperoleh, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah 

semua data terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatukan 

jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau buku-

buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian 

c. Rekonstruksi data (reconstrukting)) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.  

                                                             
22

Ibid, h. 194. 
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d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu kegiatan pembuatan analisis-

analisis sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.
23

 

6. Metode Analisis data 

       Analisis data adalah proses mencari dan menyusun  secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting yang harus dipelajari 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari diri sendiri maupun orang 

lain.
24

 Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data 

sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari satu 

hipotesa.
25

 Data yang dianalisis bersifat kualitatif, yaitu dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 

dilapangan. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, 

bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode 

yang digunakan untuk menganalisis data antara lain : 

a. Metode Berfikir Induktif 

       Metode berfikir Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
26

 Berkaitan 

dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau 

menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya 

                                                             
23

Marzuki, Metodelogi Riset (Yogyakarta: BPFE: UII, 1977), h. 13. 
24

Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), h.107. 
25

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, cet-ke XV,) 2012, h. 334. 
26

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD….., h. 245. 
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yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat 

Terhadap Poligami. 

b. Metode Komparatif 

       Metode komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 

dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan 

kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih 

mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang 

berbeda. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian 

deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-

akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 

munculnya suatu fenomena tertentu. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Poligami 

       Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan 

seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami 

yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, 

ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin 

dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, 

sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam 

Surah An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah 

keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal 

itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat 

dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.
27

 

       Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal 

perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit daridiaizpada 

perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan 

mempertahankan Islam. Pada waktu itu, Islam baru mengalami kekalahan dalam 

perang Uhud yang menelan korban 70 orang laki-laki dewasa sebagai syuhada.  

Jumlah itu cukup besar untuk ukuran umat yang berjumlah 700 orang, apalagi 

kondisi tanah Arab saat itu, bahkan sampai sekarang, laki-laki menjadi tumpuan 

ekonomi keluarga.  
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       Dengan gugurnya 10% laki-laki, pusat pemerintahan Islam yang baru 

tumbuh di Madinah mengalami kegoncangan dengan banyaknya janda dan anak 

yatim yang terlantar. Dengan poligami diharapkan istri-istri dan sanak 

keluarganya dapat masuk Islam, selain untuk menghindari konflik antar suku dan 

meringankan janda dan anak yatim yang saat itu banyak terjadi.
28

 

       Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru 

lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami telah memunculkan 

permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang 

tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih 

banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan 

pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa 

menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya.Poligami 

juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, 

kurang kasih sayang dan kurang terdidik.Permasalah tersebut menimbulkan 

kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.
29

 

       Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang kemuka bumi. 

Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum 

Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, bangsa Asia, 

Eropa, Afrika maupun Amerika. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak 

suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, 

mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, 
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Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2012), h. 284. 
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melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligami telah dijalankan 

oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Bangsa 

Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih 

dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak 

terbatas jumlahnya. Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam Surah An-Nisa 

ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat 

berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan 

yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku 

adil, menikah hanya dengan seorang istri.Apabila masih belum mampu berbuat 

adil, menikahlah dengan hamba sahaya.Perbuatan demikian lebih baik 

dibandingkan dengan melakukan kezaliman. 

       Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat 

berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan 

nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. 

Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Suami wajib 

berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat 

tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat 

kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, 

yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. 

Jika masing-masing istri mempunyai anak jumlahnya berbeda, atau jumlahnya 

sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi 

pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim 
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dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan 

poligami. 

   Poligami perspektif fiqh memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang 

jarak peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, 

poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. 

Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak 

ada gagasan keadilan diantara para istri. Suami lah yang menentukan sepenuhnya 

siapa yang paling ia suka dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tak 

terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk 

memperoleh keadilan.
30

 Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, 

kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan 

poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula 

seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan di 

dalam 2 ayat poligami yaitu QS.An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. 

       Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat diatas menjelaskan betapa 

Al-Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak 

bisa diterima dalam situasi yang ada makan Al-Qur’an membolehkan laki-laki 

kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-

Tabari, menurut Asghar, ini ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan 

poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika 

mengawini mereka.
31
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       Jika disederhanakan, pandangan normatif Al-Qur’an yang selanjutnya 

diadopsi oleh ulama-ulama fiqih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang 

harus dimiliki oleh suami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus 

memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan 

dengan bertambahnya istri yang dinikahinya. Kedua, seorang lelaki harus 

memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama 

dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.
32

 

       Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami, 

menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada 

delapan keadaan.  

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.  

2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.  

3. Istri sakit ingatan.  

4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.  

5. Istri memiliki sifat buruk.  

6. Istri minggat dari rumah.  

7. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang.  

8. Kebutuhan suami di dalam kehidupan dan pekerjaannya.
33

 

       Jelaslah syarat-syarat di atas sangat longgar dan memberikan keleluasaan 

yang cukup luas pada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan 

poligami atau tidak. Al-Jurani dalam kitabnya, Hikmah al-tasyri' wa Falsafatuhu 
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menjelaskan ada tiga hikmah yang dikandung poligami. Pertama, kebolehan 

poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia 

sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi, menurutnya 

sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. Kedua, batasan empat juga sesuai 

dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, 

pertanian, dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang 

istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu 

yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.
34

 

       Menurut Spring
35

 dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen 

perkawinannya dikhianati sebagai berikut: 

1. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia 

sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai 

hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. 

Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri. 

2. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari 

bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat 

membahagiakan pasangannya.  

3. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah  

4. Kehilangan hubungan dengan orang lain  

                                                             
34
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       Kita boleh sepakat atau tidak dengan hikmah yang digali oleh al-Jurjawi di 

atas, namun setidaknya pernyataan di atas cukup sebagai bukti betapa para ulama 

fiqih selalu mencoba melakukan rasionalisasi agar poligami bisa diterima dengan 

baik. Begitu banyak hikmah yang dapat digali dari poligami, sama juga 

banyaknya kelemahan yang terdapat di dalam poligami. Berdasarkan Surah An-

Nisa ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa 

khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi 

janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang Sabil. Meskipun 

seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang 

dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap 

istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan 

beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya 

karena keadaan ketuhanan yang menDesak.
36

 

       Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri 

ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat 

berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak 

tertutup berkali adanya keturunan yang Sholeh yang selalu berdoa untuknya. 

Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil 

laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu 

berlaku adil. 
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1. Ketentuan Adil Dalam Islam  

       Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani 

segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmani nya 

maupun kebutuhan rohaninya, termasuk dalam hal penyediaan makanan, 

pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Adil dalam pembagian waktu 

       Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap 

para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah ia 

melakukan penggiliran di waktu malam, begitu pula jika ia bekerja 

malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah 

bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di 

rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek 

adalah satu malam, yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga 

terbit fajar.Adapun yang paling lama adalah tiga malam. Firman Allah 

dalam Surah Yunus 67 yang berbunyi: 

                     

         ﴿ ٧٦ :يونس سورة ﴾ 

Artinya: “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu 

beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya 

kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

mendengar”. 

Hadist Rasulullah menyatakan: 
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وِ نَّ ا لنٌبَِّ صلى الله عليو و سلم كَا نَ يَ قْسِمُ بَ يَْْ نِسَا ى ِ  عَنْ عَا ىْشَةَ ا َ 
فَ يَ عْدِ لُ وَ يَ قُوْ لُ اللَهُمٌ ىَذَ ا قَسَمي فِيمَا ا مْلِكُ فلا تلَمْنِِ فِيْمَا تََلِْكُ 

مْلِكُ  وَ لا ا َ   
Artinya: "Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Saw menggilir para 

istrinya dengan adil, dan berkata : "Ya Allah, inilah pembagianku pada 

perkara yang aku bisa, maka janganlah Engkau mencelaku pada 

perkara yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki". (H.R. Abu Dawud 

dan An-Nasa'i). 

       Menyamaratakan dalam menggilir diantara beberapa istri adalah 

wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat 

dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri adalah satu malam dan 

sebanyak-banyaknya adalah tiga malam. Tidaklah boleh melebihi dari 

tiga malam sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. 

Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah 

durhaka.  

       Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal 

untuk giliran bagi tiap-tiap istri adalah sesuai dengan ketentuan dalam 

syariat pada umumnya menggunakan bilangan tiga, dan tidak 

melebihkan nya. Misalnya dalam waktu bersuci. Dalam hal poligami, 

jika seorang memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan 

giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari 

giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. 

Selain itu, seorang wanita pada umumnya mampu menahan untuk tidak 

berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan 
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penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa 

ditelantarkan oleh suaminya.  

b. Adil Atas Tempat Tinggal 

       Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan 

nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara 

nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang 

nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain dituntut 

berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan 

tempat berteduh terhadap para istrinya. Allah SWT berfirman : (Q.s At-

Talaq ayat 6).
37

 

                          

                                

                     ﴿ ٧ :الطلاق سورة﴾ 

 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri 

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan 

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq (65) : 6)  
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Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda: 

مَانةَِ الله وَاسْتَحْللْتُمْ فُ رُوْ  نّكُمْ ا خَذْ تَُوُْ ىُنّ باِ  اِ ت َّقُوا ا الله فِ النْسَاءِ فاَ  
 جَهُنّ بِكَلِمَةِ الله وَلهنُّ عَليْكُمْ رِ زْ قُ هُنّ وكَِسْوَ تُ هُنّ باِلْمَعْرُوْفِ  

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena 

sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan 

dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka 

hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada 

mereka dengan cara yang ma'ruf." (H.R. Abu Dawud dan Nisa'i)  

       Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat 

tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk 

menyediakannya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu 

kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat 

memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu 

tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri 

untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.
38

 

c. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian 

       Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam 

hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Allah SWT 

berfirman : (QS Al-Baqarah ayat 233). 
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                 ﴿ ١٢٢ :البقرة سورة ﴾ 

 

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) 

karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila 

keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan 

antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233). 

 

Sesuai dengan yang disyariatkan oleh  Al-Qur’an: 

 

                             

                          

 ﴾ ٦ :سورة الطلاق﴿
Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang Diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

Diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan kelapangan 

setelah kesempitan. (Q.S. At-Talaq (65) :7) 

       Secara tersurat beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan. Akan 

tetapi, adanya perbedaan pendapat ini merupakan suatu kesimpulan 

yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, adalah wajibnya suami 

memberikan nafkah hidup kepada para istrinya, tanpa mengurangi hak-
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hak istri. Sebab jika hak istri kurang terpenuhi dan istri merasa 

terdzalimi, maka berhak mengajukannya kepada pengadilan. 

       Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami 

dua pilihan, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 di 

atas. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang 

suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian 

kepada istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan 

akan hal itu, maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim 

pengadilan.  

        Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu 

menyediakan biaya  untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya, 

begitu pula dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi 

belum mampu memberi nafkah yang layak, maka dia tidak boleh 

berpoligami. Melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat 

sulit, karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, 

sedangkan pengikutnya tidak.
39

 

       Apabila laki-laki takut dirinya tidak dapat berbuat adil terhadap 

istri-istrinya atau wanita-wanita calon istrinya lebih baik kawin dengan 

seorang istri saja.
40

 Berlaku adil sebenarnya mengenai lahir dan batin 
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diantara istri-istri itu sangat sukar sekali. 
41

 Sebagaimana firman Allah 

SWT : 

                    

                       

       ﴿ ٢١١ :سورة النساء﴾ 

Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa (4): 129) 

       Suami yang ingin berpoligami ia harus adil tanpa membedakan 

antara istri yang cantik atau tidak, terpelajar tau yang tidak atau yang 

berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orang tuanya pejabat atau 

rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan 

keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya untuk ia 

mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya. Sesuai dengan 

firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya "... apabila kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang istri saja, 

atau hamba sahayamu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya." 
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       Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, waktu 

berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari 

yang lain.
42

 Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :  

عَنْ اَبِ ىُرَيْ رةََ اَنّ رَسُوْلُ الله ص قاَ لَ   مَنْ كَانَتْ لَوُ امْرَاتاَنِ فَمَا 
وَاهُ اَحَْْدُ وَا لا رْبَ عَةُ لٌ  رَ لَ اِلََ اِحْدَاهُُاَجَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِوَشِّقُوُ مَاى ِ 

 وَسَنَدُهُ صَحِيّحٌ  
Artinya : "Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : 

"Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah 

satunya, maka ia akan datang dihari kiamat dalam keadaan sebelah 

dari badannya miring." (H.R. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim).
43

 

       Syeikh Muhammad Bin Sirin sewaktu menjelaskan Surah An-Nisa 

ayat 129 berkata bahwa ketidakberdayaan yang disebutkan ayat itu 

berkaitan dengan kasih sayang dan hubungan seksual. Sedang Syeikh 

Abu Bahr bin al-Arabi berpendapat lain, bahwa tidak seorang pun yang 

dapat mengendalikan kecenderungan hatinya, karena sepenuhnya ia 

berada pada kuasa Illahi.
44

 Yang dimaksud condong hati itu ialah 

cinta.
45

 

2. Jumlah Maksimal Istri yang Boleh di Poligami 

       Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini empat 

orang wanita merdeka sebagai batas maksimal. Hal itu bukan bertujuan 

hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi  laki-laki, akan tetapi ada 
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beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari satu, 

umpamanya istri mempunyai penyakit yang tidak sanggup melaksanakan 

tugas sebagai istri dan istri mandul.
46

 

       Menurut Jumhur Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, 

alasannya adalah karena huruf waw dalam katawa ttsulasa dan waruba'a 

bermakna huruf waw dalam kata wa ttsulasa dan waruba'a bermakna huruf 

au yang artinya "atau". Jadi huruf waw disini tidak dak diartikan menurut 

aslinya yaitu "dan". Demikian juga arti masna, tsulasa, dan  ruba'a 

dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga, dan empat. Arti ini tidak menurut 

artinya yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat.
47

 

       Menurut sebagian Ulama Fiqih kebolehan berpoligami itu tanpa ada 

batasannya dan hanya bergantung kepada kesanggupan. Alasannya karena 

perintah untuk menikah dalam Surah An-Nisa ayat 3 itu mutlak tanpa ada 

batas dan karena ada penyebutan masna, tsulasa, ruba'a bukan untuk 

pembatasan karena tidak ada mafhum 'adad.  

B. Dasar Hukum Poligami 

       Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut. 

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 3 yaitu: 
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          ﴿ ٢ :النساء سورة ﴾ 

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.” (An-Nisa : 3) 

       Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang 

kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. 

Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu 

sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab 

pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu 

beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud 

disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya 

mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta 

kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin 

menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu 

memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan 

lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, 

kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin 

kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. 
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       Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk 

menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.
48

 Dalam ayat tersebut 

Allah SWT berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa 

jika anak perempuan yatim berada dibawah pengasuhan salah seorang dari 

kalian, lalu bila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang 

setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan 

menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan 

lain.  

       Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit 

peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu 

hingga empat wanita. Tapi jika menikah dengan lebih dari satu wanita, dia 

khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan 

menikahi satu wanita saja, atau boleh saja memilih hamba sahaya-hamba sahaya 

wanita miliknya.
49

 

       Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri 

seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam 

memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat 

tersebut diatas, membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. 

Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari 

seorang perempuan, maka wajiblah cukup dengan seorang saja.Dan firman Allah 

dalam Qur’an Surah An-Nisa ayat 129: 
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 ﴾٢١١: سورة النساء ﴿ 
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 

lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

       Dalam Al-Qur’an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan 

tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi 

dua ayat tadi. Menurut sebagian orang dari dua ayat diatas menunjukkan 

dilarangnya poligami. Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan 

syarat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat 

kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun 

iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami 

dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana 

setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil 

yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan 

giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggungjawab dan suatu perintah 

yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun 

yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat “maknawi”. Ia hanya 

berkaitan dengan getaran jiwa dan berada diluar kemampuan manusia. 

       Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-

istrinya maka Allah SWT.akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan 
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pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 129, 

bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh karena itu ia 

tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja 

sehingga istri yang lain tidak diperdulikajawabn.
50

 Kebolehan menikahi wanita 

lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum Islam, yang 

hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan 

istri-istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja.  

       Abu Bakar mengatakan bahwa dalam ayat itu ada dalil yang 

memperbolehkan pemberian beban diluar kemampuan karena berdasarkan fakta, 

Allah SWT. Membebani suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, padahal 

disaat yang sama Allah memberitahu bahwa mereka tidak akan mampu 

melakukannya. Hakikat adil yang dimaksud ialah adil dalam urusan materi. Adil 

yang seperti itu masih dapat terjangkau, sedangkan perilaku adil yang Allah 

beritahukan mustahil dilakukan dan yang tidak akan diwajibkan kepada mereka 

ialah adil yang berhubungan dengan perasaan hati. Abu Bakar bin Arabi berkata, 

“Memang benar, adil dalam cinta diluar batas kesanggupan seseorang sebab itu 

hanya ada dalam genggaman Tuhan yang membolak-balikkan menurut 

kehendaknya. Begitu pula dengan pergaulan (hubungan suami istri). Terkadang, 

ia hanya bergairah dengan istri yang satunya saja, tetapi dengan istri yang lainnya 

ia kurang bergairah. Jika hal ini dikarenakan unsur kesengajaan, berdosalah ia 

(suami) kepada istrinya. Sebaliknya, apabila hal itu tidak disengaja, ia (suami) 

tidak berdosa sebab hal ini ada diluar kemampuannya. 
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       Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah ketika ditanya tentang hukum berpoligami, 

beliau menjawab hukumnya sunnah untuk mereka yang mampu. Hal ini 

berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3. 

       Kemudian, berkaca kepada Rasulullah SAW yang memiliki sekitar 9 istri 

dan semuanya memberikan kontribusi besar dalam kemajuan umat Islam hingga 

bisa mencapai ke titik yang kita capai saat ini. Kemudian, kesembilan istri 

tersebut di khususkan untuk Rasulullah SAW, sedang kita manusia hanya boleh 

melakukan poligami tidak lebih dari empat istri. Sementara itu, poligami sendiri 

mengandung banyak maslahat yang besar bagi keseluruhan. Yang keseluruhan 

itu meliputi kaum laki-laki, kaum wanita, dan umat Islam. Poligami 

memungkinkan menundukkan pandangan dari yang bukan hak kita, memelihara 

kehormatan diri, memperbanyak keturunan dan atau generasi muslim, serta 

banyaknya kebaikan-kebaikan yang di dapat para istri juga perlindungan Allah 

SWT dari perbuatan buruk dan menyimpang.  

C. Syarat-syarat Poligami 

       Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam 

pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristri 

seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang. 
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2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
51

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57 menyatakan “laki-laki 

yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama” dalam 

hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

       Dijelaskan pula dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat 

(2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang 

keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat 

melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami 

untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang 

“kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.
52

 

       Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan 

permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 

KHI harus memenuhi syarat-syarat: 
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1. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka. 

       Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki 

hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud 

poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional 

atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu 

saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan 

sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.
53

 

       Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang 

suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri 

atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu 

mendapat penilaian Hakim.Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis 

atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 

dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 

       Dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal 

yang terdapat pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan 

mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan 

selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya Surah permohonan beserta 
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lampiran-lampiran. Pasal 43 menyebutkan “apabila pengadilan berpendapat 

bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, 

maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih 

dari seorang. 

       Meski poligami diperbolehkan, nyatanya poligami tidak boleh dilakukan 

sembarangan.Poligami bukanlah perkara main-main. Syarat poligami dalam 

Islam telah diatur sedemikian terstruktur dan sangat ketat. Adapun syarat-syarat 

yang mutlak harus dilakukan jika ingin berpoligami, diantaranya: 

1. Mampu berlaku adil 

       Seorang pria berpoligami harus mampu bersikap adil di antara para 

istrinya dalam banyak hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia 

condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman 

bagi istri-istri lain. Dalam hal ini, ada baiknya seorang pria berpoligami 

mengatur jadwal bermalam untuk istri-istrinya dengan musyawarah terlebih 

dahulu. Meski terkesan mudah, berlaku adil itu nyatanya sulit sekali 

diamalkan. Oleh karena itu, jika memang merasa tidak mampu berlaku adil, 

maka sebaiknya hindarilah poligami. 

2. Jumlah istri dibatasi, Maksimal 4 orang  

       Syarat poligami menurut syariat Islam hanya boleh dilakukan sebanyak 

4 kali saja. Artinya, seseorang dibatasi untuk menikahi wanita lebih dari 4 

orang. "Maka berkawinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari 

perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat." (Q.S An-Nisa ayat 3) 

Dalam hal ini, Rasulullah telah membatasi praktik poligami, mengkritik 
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perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam 

beristri lebih dari satu wanita.Batasan menikahi 4 wanita dalam hal 

berpoligami ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika melihat sebagian sahabat 

telah mengawini 8 sampai 10 wanita. 

3. Mampu Memberi Nafkah Lahir dan Batin 

       Dalam berpoligami, setiap pria harus mampu memberi nafkah lahir dan 

batin bagi para istrinya. Apabila merasa masih sulit menafkahi satu orang 

istri, maka orang semacam ini sangat berhak dilarang poligami. 

                        

                          

                         

                           

        ﴿ ٢٢ :النور سورة﴾ 

  
Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-

Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, 

hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 

kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari 

harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa 

budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 

mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. 

dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 

dipaksa itu” (Q.S An-Nur (24): 33). 
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4. Niatkan Semata untuk Ibadah kepada Allah 

       Ketika memutuskan hendak berpoligami, maka niatkan semata untuk 

beribadah kepada Allah Ta'alaa. Dengan tetap mengingat Allah, seseorang 

tidak akan terlupa dengan akhirat. 

                      

                ﴿ ١  :سورة المنافقون﴾ 

 
Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu 

melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian 

Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.” (Q.S Al-Munafiqun (63): 9) 

       Oleh sebab itu, salah satu syarat mutlak poligami sesuai syariat Islam 

yaitu memulai menikah dengan niatan beribadah kepada Allah. Selain 

sebagai sarana ibadah, menikah dapat menaikkan kedudukan wanita serta 

mempermudah wanita untuk masuk surga. 

5. Dilarang Menikahi Dua Wanita yang Bersaudara 

       Bagi pria yang berpoligami, hendaklah ia menghindari pernikahan 

terhadap dua wanita yang memiliki hubungan darah erat (misal, saudara atau 

bibi). Hal semacam itu dilarang dalam hukum poligami Islam, sebagaimana 

firman Allah subhanahu wa ta'alaa dalam Surah An-Nisa ayat 23: 
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                 ﴿ ١٢ :سورة النساء ﴾ 

 
Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu (mertua) 

anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan 

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (Q.S. An-Nisa (4): 23) 

6. Mampu Menjaga Kehormatan Para Istri 

       Syarat penting poligami sesuai syariat Islam bagi setiap pria yang 

hendak beristri lebih dari satu adalah mampu membimbing, mendidik, serta 

menjaga kehormatan para istri. Apabila ia membiarkan salah satu istrinya 

bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suami pun ikut 

menanggung dosa perbuatan istri tersebut. 

                        

                            

 ﴾٧  :سورة التحريم ﴿
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66): 6) 
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